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BENGKULU - Rupanya
program pinjaman dana
bergulir Satu Miliar
Satu Kelurahan (Sami-
sake) menjadi temuan
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK)
Perwakilan Beng-
kulu lagi. Berdasar-
kan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lapo-
rangan Keuangan
Pemerintah (LHP
LKPD) Kota Beng-
kulu Tahun Angga-
ran 2021,
Sedikitnya ada dua
poin menjadi temuan
BPK tersebut. Pertama,
BPK menyebut upa-
va penagihan atas
pengembalian

kok dana bergulir Samisake belum

optimal. Kedua, pola pelak-
sanaan keuangan BLUD-
UPTD pengelolaan dana
bergulir Samisake belum
sepenuhnya sesuai
dengan ketentuan.

pengelolaan keuangan. Hal ini
berdampak pada pengelolaan
BLUD-SDB TA 202]1. BLUD-SDB
belum menyusun Rencana Bisnis

dan atas laporan keuan-
gan TA 2021 belum dilakukan
pemeriksaan oleh KAP dikare-
nakan keterbatasan dana,” bunyi
audit BPK.

Direktur Pusat Kajian Anti Ko-
rupsi (Puskaki) Bengkulu, Melyan
Sori didampingi Sekjen Puskaki,
Sony Taurus mengatakan kalau se-
buah kasus telah naik status ke pe-
nyidikan biasanya akan dibarengi
dengan penetapan tersangka,

“Berharap Kejari segera tetapkan
tersangka karena biasanya kalau
sudah naik penyidikan maka
dibarengi dengan penetapan ter-
sangka,’ kata Melyan Sori.

. Pihaknya juga mengapresiasi
| kinerja Kejari Bengkulu dalam
penanganan kasus ini. Maka dari

SAMISAKE Temuan Lagi!

itu, pihaknya meminta agar semua

pihakyang terlibat dalam tindakan

melawan hukum pada program

Samisake ini agar ditetapkan se-

bagai tersangka tanpa terkecuali.

“Kita apresiasi Kejari Bengkulu.
Semua pihak yang terlibat agar
ditetapkan tersangka,” tegas Me-
lyan Sori.

Ditambahkan Sony Taurus, me-
ngingat penanganan kasus ini
sudah cukup lama maka dari itu
jangan sampai ada ketidakpastian
hukum yang terjadi seperti kasus-

_kasus korupsi yang terkesan lama
penangannya.

“Karena penanganan kasus ko-
rupsi itu harus cepat dan biaya
ringan, inikan sudah lama bergulir,
sudah layak Kejari bergerak cepat.
Kalau dibiarkan terus akan me-
nyebabkan ketidakpastian hukum
dan bisamembuat calon tersangka
bermain-main dalam penyidikan
kasus ini," ungkap Sony.

Perwal Nomor 27 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Bergulir
Samisake mengatur mengenai
pengembalian dengan ketentuan
keterlambatan pengembalian
pokok pinjaman dikenakan sanksi

administratif. Berupa peringatan
dan pembatalan perjanjian kerja
sama secara sepihak.

Peraturan tersebut didukung
Perda Nomor 12 Tahun 2017 ten-
tang Perubahan Perda Nomor 12
Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Dana Bergulir Samisake yaitu
LKM yang tidak melaksanakan tu-

gas, salah satunya untuk melaku-

kan penagihan dan monitoring
kepada penerima dana bergulir
dapat dikenakan sanksi admin-
istrative berupa teguran tertulis
dan/atau denda administratif.
Direktur Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Samisake, Supran
sebelumnya mengatakan, bahwa
hingga bulan ini pengembalian
pinjaman dana Samisake dari
LKM sudah bertambah menijadi

¥

“Ya untuk posisi sekarang
pengembalian ke kita itu sudah
Rp 4 miliar. Dari Rp 13,649 miliar
untuk jumlah keseluruhan,” ujar
Supran. '

Dilanjutkannya, hingga saat
ini ada 13 LKM yang sama sekali
belum mengembalikan an
yangdiberikan. 13 LKM yang sama
sekali belum mengembalikan ini,
sebelumnyasudah pernah diberi-
kan teguran oleh BLUD Samisake
melalui surat peringatan. Namun
ia menuturkan, walaupun su-
dah diberikan teguran, 13 LKM
tersebut belum juga membayar
angsuran tersebut.

“Kalaumayoritas, LKM itu sudah
ada pengembalian. Saat ini ada
13 LKM yang masih nol persen
pengembalian dari total 58 kes-
eluruhan LKM yang menerima
program tersebut. Sudah sering
kami berikan teguran,” tuturnya.

Kejaksaan menemukan men-
guatkan indikasi penyalahgunaan
anggaran program Pemerintah
Kota Bengkulu ini

“Yangjelas ada penyalahgunaan
anggaran oleh LKM dan Koperasi
penerima yang menimbulkan

kerugian negara,” kata Kasi Intel .

Kejaksaan Negeri (Kejari) Beng-
kulu, Riky Musriza. SH MH _(iam)

Dalam dokumen LHP LKPI
tersebut dikatakan perjanjian
kerja sama antara UPTD Pengelola
Dana Bergulir Samisake (seka-
rang menjadi BLUD Samisake
Dana Bergulir) berlaku selama
tujuh tahun sejak ditandatangani.
Perjanjian kerja sama tersebut
ditandatangani pada 18 Desember
2013. Seharusnya berakhir pada
18 Desember 2020. LHP LKPD TA
2021 ini dikeluarkan tahun 2022,

Sebelumnya Samisake juga men-
jadi temuan dalam LHP LKPD
Kota Bengkulu TA 2020.

“Sampai dengan berakhirnya
masa perjanjian kerja sama hingga
TA 2021 berakhir total pengem-

dilakukan Rp 2,79 miliar atau
sebesar 20,46 persen dari total
kewajiban pengembalian Rp 13,64
miliar yang merupakan total per-
guliran dana Samisake. Sampai
dengan berakhirnya masa per-
janjian kerja sama masih terdapat
79,54 persen dana perguliran yang
belum kembali. Atau senilai Rp
10,85 miliar” bunyi LHP BPK ini.

Sementara terkait pola pelaksa-
naan keuangan BLUD-UPTD pen-
gelolaan dana bergulir Samisake
belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan, diketahui bahwa pada
tahun 2019, Pemkot Bengkulu
menetapkan Keputusan Walikota
Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Penetapan Penerapan Pola Pen-
gelolaan Keuangan BLUD UPTD
Pengelola Dana Bergulir Samisake
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kota Bengkulu.

Keputusan tersebut salah satu-
nyamenetapkan pola pengelolaan
keuangan BLUD-UPTD Pengelo-
laan Dana bergulir Samisake den-
gan status BLUD penuh. Menurut
Permendagri Nomor 79 Tahun
2018, pimpinan BLUD bertindak
selaku kuasa PA/KPA.

“Diskop dan UKM belum me-
nunjuk KPA pada BLUD-SDB.
Sehingga BLUD belum dapat

~memiliki fleksibelitas dalam pola



